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KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 800.1.11.1/ ($”/KEP/35.07.100/2026
TENTANG
PEJABAT PENGADAAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf
h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran
memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Malang tentang Pejabat Pengadaan pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun
Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang-Undang  Nomor 1  Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026;

16. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,;

17. Peraturan Bupati Malang Nomor 238 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026;

Surat  Sekretaris Daerah  Kabupaten Malang Nomor
000.3/128/35.07.023/2026 tanggal 26 Januari 2026 perihal
Persetujuan Permohonan Penugasan ASN sebagai Pejabat

Pengadaan Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN :

Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malang tentang Pejabat Pengadaan pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun
Anggaran 2026.

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU yaitu :
1. Nama : ALI IMRON ASY’ARI, S.AB.
NIP : 199201252015041001

Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli
Pertama pada Bagian Pengadaan Barang

dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten

Malang
2. Nama : ADE DARMAWAN, S.Kom.
NIP : 199801012022031005
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli

Pertama pada Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten

Malang
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Nama : DIAS MIRA PRATAMA, S.M.

NIP : 199712212022032005

Pangkat/Gol : Penata Muda (IlI/a)

Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli
Pertama pada Bagian Pengadaan Barang

dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang

Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud

dalam diktum KEDUA adalah:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan

Langsung;

. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan

Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan

Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai

paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

Malang ini berlaku pada Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 28 Januari 2026
'STPRD KABUPATEN MALANG

NUR FUAD FAUZI



